EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA
(STUDI PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL)

Andi Amirullah Arif tiro
andhiearif@gmail.com

Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak. CA))
rusdi.akbar@ugm.ac.id

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pengukuran Kinerja
dengan melihat kesesuaian informasi menggunakan model logika cetak biru kinerja (perfor-
mance blueprints) pada dokumen perencanaan strategis hingga pelaporan kinerja, dan mengiden-
tifikasi faktor-faktor yang berperan dalam penerapan sistem pengukuran kinerja pada kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan
wawancara mendalam terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terkait dengan perencanaan
kinerja. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model alur logika Performance
Blueprint dan analisis data tekstual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bantul telah melakukan penerapan sistem pengukuran Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun
dalam penerapannya, mulai perencanaan Kinerja sampai dengan pelaporan kinerja masih belum
cukup memberikan gambaran alur logika yang sesuai antar dokumen. Masih terdapat beberapa
ketidakselarasan, terutama antara perjanjian kinerja dan laporan kinerjanya dalam hal penetapan
program dan indikator kinerja. Kemudian berdasarkan evaluasi model performance blueprint,
secara umum indikator kinerja program yang ditetapkan masih berorientasi pada upaya (kuanti-
tas upaya 56% dan kualitas upaya 44%), dan belum berorientasi pada dampak. Dan faktor-faktor
yang memengaruhi penerapan sistem pengukuran kinerja di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bantul yaitu sumber daya manusia, status kelembagaan, rotasi pegawai, dan budaya ewuh pake-
wuh.

Kata Kunci: New Public Management, Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja, SAKIP, Per-
formance Blueprint, Indikator Kinerja.
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1. PENDAHULUAN

Pengukuran Kkinerja adalah suatu alat
manajemen untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas
(Bastian 2006). Pengukuran kinerja mem-
punyai banyak manfaat bagi organisasi
antara lain membantu memperbaiki kinerja
pemerintah, pengalokasian sumber daya dan
pembuatan keputusan, dan mewujudkan per-
tanggungjawaban publik dan memperbaiki
komunikasi  kelembagaan  (Mardiasmo
2009). Selanjutnya hasil pengukuran kinerja
dapat menjadi bahan evaluasi bagi para
pemangku kepentingan seperti pimpinan
lembaga atau kementerian, kepala daerah,
kepala instansi SKPD, dan pimpinan
institusi  untuk  memperbaiki  kinerja
organisasi menjadi lebih baik.

Kemudian untuk mendukung ber-
jalannya pengukuran Kkinerja yang baik,
pemerintah  pusat selaku  pengawas
pemerintah daerah telah membuat Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
yang ditegaskan melalui Peraturan Presiden
No 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
SAKIP adalah instrumen pertanggung-
jawaban dan peningkatan Kinerja atas
penyelenggaraan  pemerintahan  kepada
masyarakat. SAKIP mengintegrasikan ber-
bagai elemen mulai dari proses perencanaan
strategik, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi
Kinerja.

Produk akhir dari SAKIP selanjutnya
dilaporkan dalam bentuk laporan
akuntabilitas  kinerja pemerintah  yang
dikenal dengan sebutan LAKIP (Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah). LAKIP  merupakan alat
evaluasi atas program dan kegiatan yang
telah dilakukan di masa lalu dan digunakan
untuk perbaikan masa mendatang. Dari
LAKIP ini kemudian dilakukan evaluasi tiap
tahunnya oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan output berupa nilai akuntabiltas
kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi
tersebut penting bagi pemerintah baik pusat
maupun  daerah  untuk  menstimulasi
penerapan sistem akuntabilitas instansi
pemerintah dalam rangka memperbaiki
kekurangan dan menyempurnakan sistem
yang ada.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi  pemerintah yang disampaikan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman
Abnur, untuk Kabupaten dan Kota tahun
2016 menunjukkan rata-rata nasional nilai
evaluasinya berada dibawah 50 yang
termasuk kagetori C (Detik News 2017).
Kemudian, untuk wilayah regional 111 (DI1Y,
Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Papua)
yang terdiri dari 156 Kabupaten dan Kota
hanya terdapat empat pemerintah daerah
yang memperolen nilai BB  yakni
Yogyakarta, Bantul, Sleman, dan
Kulonprogo (Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi  Akuntabilitas  Aparatur  dan
Pengawasan 2017).

Kabupaten Bantul merupakan salah
satu dari empat pemerintah daerah wilayah
regional Il yang memperoleh nilai sangat
baik yakni BB. Namun hasil atas penilaian
kinerja melalui evaluasi AKIP yang
diperoleh oleh kabupaten Bantul, tidak
mampu diikuti oleh perangkat daerah lain
yakni Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bantul. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
merupakan salah satu unsur pendukung
pemerintah daerah yang dipimpin oleh
kepala kantor yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada bupati
melalui  sekretaris daerah.  Organisasi
Perangkat Daerah ini mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah
daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri. Berdasarkan hasil evaluasi
tahun 2016, penilaian kinerja organisasi
pemerintah daerah ini menempati posisi tiga



terendah (Antara Yogya 2017). Selanjutnya
tahun 2017 semester pertama, penilaian
kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bantul bahkan mengalami penurunan dari
kategori B menjadi CC (Sorot Bantul 2017).
Penelitian ini mencoba menggali lebih
dalam terkait penerapan sistem pengukuran
kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik ~ Kabupaten Bantul dengan
menggunakan alat bantu berfikir logis yaitu
cetak biru kinerja (Performance Blueprint).
Rendahnya penilaian kinerja terhadap AKIP
satuan instansi pemerintah ini berbanding
terbalik dengan Laporan Kinerja Tahun
2016 yang menunjukkan kinerja yang sangat
baik dengan penyerapan belanja sebesar
81,04% dan rata-rata pencapaian sasaran
mencapai 95%. Hal ini kemudian menun-
jukkan belum optimalnya penerapan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagai sistem pengukuran Kkinerja dan
secara eksplisit mengindikasikan diperlukan
banyak perbaikan termasuk perbaikan pada
hal-hal yang mendasar seperti perencanaan
kinerja.
Pertanyaan Penelitian

1) Bagaimana penerapan sistem pen-
gukuran kinerja mulai perencanaan
strategis hingga pelaporan kinerja di
kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul?

2) Mengapa kinerja Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
memperoleh rapor merah dalam pen-
gukuran akuntabilitasnya?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Institusional

Teori Institusional atau teori kelembagaan
didasari oleh pemikiran bahwa organisasi
terbentuk oleh lingkungan institusional yang
ada disekelilingnya. Pemikiran tersebut
kemudian diinstitusionalkan dan dianggap
sah serta diterima sebagai cara berpikir or-
ganisasi tersebut (DiMaggio dan Powell
1983). Teori ini berpendapat bahwa orga-

nisasi yang mengutamakan legitimasi akan
memiliki kecenderungan untuk berusaha
menyesuaikan diri pada harapan eksternal
atau harapan sosial dimana organisasi berada
(DiMaggio dan Powell 1983). Kemudian
penyesuaian pada harapan, baik eksternal
maupun sosial mengakibatkan timbulnya
suatu kecenderungan organisasi untuk mem-
isahkan kegiatan internal mereka (Cavalluz-
zo dan Ittner 2004) dan berfokus pada sistem
yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal
(Meyer dan Rowan 1977). Dan organisasi
publik yang cenderung untuk memperoleh
legitimasi akan cenderung memiliki kesa-
maan atau isomorfisma (isomorphism)
dengan organisasi publik lain. Isomorfisma
merupakan suatu proses yang mendorong
satu unit dalam suatu organisasi untuk me-
nyerupai unit yang lain dalam menghadapi
kondisi lingkungan yang sama (DiMaggio
dan Powell 1983). Isomorfisma terbagi atas
3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

1) Isomorfisma koersif (Coercive ismor-
phism) merupakan respon terhadap
tekanan dari organisasi lain di mana
organisasi bergantung serta untuk
memenuhi harapan masyarakat. Re-
spon ini dapat berarti bahwa proses
penerapan peraturan atau penyesuaian
menuju kesamaan terjadi dengan suatu
paksaan. Isomorfisma ini juga biasa
datang dari pengaruh politik dan masa-
lah legitimasi.

2) Isomorfisma mimetik (Mimetic ismor-
phism) merupakan isomorfisma yang
terjadi jika organisasi berusaha untuk
meniru proses, struktur dan praktek
organisasi lain. Ini merupakan respon
terhadap situasi ketidakpastian di ma-
na organisasi berada di bawah tekanan
untuk meningkatkan kinerja, tetapi
tidak mengetahui bagaimana cara un-
tuk mencapai tujuan.

3) Isomorfisma normatif (Normative iso-
morphism) merupakan isomorfisma
yang diasosiasikan dengan profe-



sionalisme sehingga organisasi dalam
melakukan kegiatannya cenderung
mengikuti cara-cara yang normatif.

Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/-
program/kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang tertuang dalam perumusan peren-
canaan strategis (strategic planning) suatu
organisasi (Bastian 2006). Kemudian untuk
mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja
suatu organisasi maka seluruh aktivitas or-
ganisasi tersebut harus dapat diukur maka
dari itu dilakukan pengukuran kinerja. Di-
jelaskan Bastian (2006) pengukuran Kkinerja
adalah suatu alat manajemen untuk mening-
katkan kualitas pengambilan kepu-tusan dan
akuntabilitas. Dengan demikian, melalui
pengukuran kinerja organisasi maka dasar
pengambilan keputusan yang masuk akal
dapat dikembangkan dan  dipertang-
gungjawabkan oleh organisasi. Dalam pen-
gukuran tersebut tidak semata-semata kepa-
da masukan (input), tetapi lebih di-tekankan
kepada keluaran (output) atau hasil (out-
come) program tersebut.

Pengukuran kinerja sektor publik da-
lam buku “Akuntansi Sektor Publik” yang
dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), me-
nyatakan bahwa pengukuran Kkinerja dil-
akukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1) Pengukuran kinerja sektor publik di-
maksudkan untuk membantu mem-
perbaiki kinerja pemerintah. Ukuran
kinerja yang dimaksudkan untuk dapat
membantu pemerintah berfokus ke-
pada tujuan dan sasaran program unit
kerja. Hal ini pada akhirnya dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi sektor publik.

2) Ukuran kinerja sektor publik di-
gunakan untuk pengalokasian sumber
daya dan pembuatan keputusan.

3) Ukuran Kkinerja sektor publik di-
maksudkan untuk mewujudkan per-
tanggungjawaban publik dan mem-
perbaiki komunikasi kelembagan.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Dalam lingkup sektor publik, pemerintah
menerapkan sistem akuntabilitas Kkinerja
instansi ~ pemerintah  sebagai  bentuk
manajemen Kinerja di sektor pemerintahan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No
24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang selan-

jutnya disingkat SAKIP mendefinisikan:

“SAKIP adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, peng-
klasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam
rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah. ”

Selanjutnya dalam pasal 5 peraturan
tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan
SAKIP meliputi perencanaan strategis, per-
janjian Kkinerja, pengukuran kinerja, penge-
lolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan
review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan
uraian tersebut SAKIP merupakan bentuk
sistem manajemen kinerja pemerintah yang
komprehensif mulai dari perencanaan, peng-
ukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.

Performance Blueprint

Model logika (logic model) adalah alat bantu
berfikir yang disusun secara sederhana
menerangkan  sebuah  gagasan  dalam
mencapai sebuah hasil yang diharapkan
berdasarkan rasionalisasi hubungan sebab-
akibat yang digunakan dalam menjalankan
sebuah program agar dapat dideskripsikan
dengan logis (Knowlton 2013). Secara
umum berdasarkan PMK No 143 Tahun
2015, Logic Model digunakan untuk
memberikan gambaran hubungan logis
antara sumber daya (input), aktivitas



(proses), keluaran (output) dan hasil dari
program (outcome).

Ongoing Performance Management
and Measurement (OPM&M) merupakan
pendekatan yang digunakan untuk melihat
kemungkinan adanya hubungan logika
sebuah program dan untuk mengevaluasi
sebuah program (Longo 2002). Pendekatan
OPM&M ini selanjutnya juga dikenal
dengan istilah model logika cetak biru
kinerja (Performance Blueprint). Perfor-
mance blueprint merupakan penyempurnaan
model logika sederhana dengan ditambah-
kan pengukuran Kkinerja Friedman yakni
pendekatan empat kuadran (four quadran)
(Longo 2002). Dalam pendekatan empat
kuadran Friedman ini, direkomendasikan
strategi yang lebih transparan dalam model
performance blueprint. Model ini diaplikasi-
kan dengan mengidentifikasi pengukuran
kinerja sebuah program menjadi dua bagian
yaitu kuantitas (quantity) dan kualitas
(quality). Selanjutnya dari sisi kuantitas dan
kualitas, masing-masing program dikelom-
pokkan kedalam tipe yang berhubungan
dengan upaya (effort) dan dampak (effect).
Friedman (2000) dalam Longo (2002)
menyatakan bahwa semua sistem akunta-
bilitas kinerja ditetapkan dengan cara
ukuran/indikator kuantitas dan kualitas dari
upaya dan dampak.

Penelitian terdahulu

Akbar (2012) menemukan bahwa pemerin-
tah daerah di Indonesia dalam mengembang-
kan indikator kinerja cenderung hanya untuk
memenuhi persyaratan peraturan daripada
membuat organisasi mereka lebih efektif dan
efisien. Dalam penerapan implementasi
pengukuran Kinerja, komitmen melalui ke-
pemimpinan yang baik menjadi faktor utama
yang berperan. Kemudian tekanan koersif
dari pemerintah pusat juga berdampak pada
hasil seperti isomorfisme normatif melalui
pelatinan oleh universitas dan berbagi
pengetahuan. Selanjutnya Akbar (2015) me-

nemukan bahwa para pegawai menganggap
isomorfisma koersif sebagai penggerak
terhadap kepatuhan Pemerintah Daerah di
Indonesia  dengan  instruksi  presiden
Presiden BJ Habibie (Inpres No. 7/1999).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi
Pemerintah (LAKIP), banyak instansi masih
belum melaporkan dan belum melakukannya
dengan baik. Banyak instansi kekurangan
motivasi manajemen, dengan beberapa
memilih untuk hanya meniru (isomorfisme
mimetik) apa yang sedang dilakukan orang
lain.

3. METODE PENELITIAN

Desain  penelitian  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif ~deskriptif dengan
strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif
adalah pendekatan untuk mengeksplorasi
dan memahami makna dari sejumlah
individu atau sekelompok orang yang ber-
asal pada suatu masalah sosial atau
kemanusiaan (Creswell 2014). Pendekatan
kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk
memeriksa pengalaman orang secara rinci,
dengan menggunakan seperangkat metode
penelitian yang spesifik seperti wawancara
mendalam, fokus diskusi  kelompok,
observasi, analisis konten, metode visual,
dan riwayat hidup atau biografi (Hennink et
al. 2011). Selanjutnya pendekatan studi
kasus merupakan strategi penelitian di mana
di dalamnya peneliti menyelidiki secara
cermat suatu program, peristiwa, aktivitas,
proses, atau sekelompok individu (Creswell
2014). Lebih lanjut, Yin (2009) mengatakan
studi kasus merupakan penyelidikan empiris
yang menginvestigasi fenomena kontem-
porer dalam konteks kehidupan nyata,
khususnya ketika batas antara fenomena dan
konteks tidak begitu jelas. Secara umum
studi kasus merupakan strategi yang cocok
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan
penelitian yang berkenaan dengan bagai-
mana (how) dan mengapa (why).



Sumber Data dan Teknik Pengumpulan
Sumber data yang akan digunakan dalam
penelitian ini, yaitu data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara berbagai pihak yang terkait
dengan penerapan sistem  pengukuran
kinerja pada kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul. Sedangkan, data
sekunder diperolen melalui  dokumen-
dokumen yang terkait dengan pengukuran
kinerja pada kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul, seperti RPJMD,
Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, LAKIP,
dan dokumen-dokumen yang terkait dengan
masalah yang diteliti. Selain itu, data
mengenai profil Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik, wvisi, misi, dan struktur
organisasi diperoleh melalui situs resmi.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada model analisis
data tekstual dalam Hennink et al. (2011).
Tahapan analisis data tekstual tersebut
sebagai berikut.

a) Deskripsi Tebal (Thick Description)
Deskripsi  tebal adalah  kegiatan
induktif yang mencakup pembacaan
data dan penggalian lebih dalam setiap
isu dengan mengeksplorasi konteks,
makna dan nuansa yang menge-
lilinginya. Membuat deskripsi tebal
biasanya mencakup fokus pada
sebagian data, seperti kode tunggal,
topik yang lebih luas, proses, atau
perilaku tertentu.

b) Perbandingan (Comparison)
Perbandingan memungkinkan peneliti
untuk lebih mengeksplorasi masalah,
mengidentifikasi pola dan mulai mem-
perhatikan kumpulan data. Tujuan
dalam melakukan perban-dingan ini
yakni 1) melihat masalah lebih jauh
dengan menjelaskan apa yang mem-
buat masing-masing isu berbeda dari
yang lain; 2) mengungkap pola setiap

isu dalam data dan mulai meng-
identifikasi sifat hubungan antar isu;
dan 3) perbandingan juga digunakan
pada tahap analisis data selanjutnya
untuk menentukan kategori kode dan
saat mengembangkan penjelasan dari
data.

c) Kategorisasi dan Konseptualiasi
(Categorizing and Conceptualizing)
Kategorisasi  merupakan  Kkegiatan
mengelompokkan kode dengan atribut
serupa ke dalam sebuah kategori
tertentu. Selanjutnya kategori-kategori
yang telah dibuat dikonseptualiasi
dengan mempertimbangkan hubungan
antara kategori untuk melihat data
secara keseluruhan dan mengem-
bangkan pemahaman dari isu.

d) Pengembangan  Teori
Development)
Pengembangan teori merupakan bagi-
an akhir dalam siklus analitik yang
melibatkan seluruh komponen analisis
sebelumnya untuk mengembangkan
teori induktif tentang masalah peneliti-
an. Pengembangan teori ini erat kai-
tannya dengan data yang telah di-
konseptualisasi karena di sini peneliti
mulai mencari penjelasan yang mem-
bentuk kerangka teori. Dan pengem-
bangan teori ini selanjutnya akan
mengarahkan deskripsi ke ranah pen-
jelasan serta membawa hasil temuan
ke tingkat yang lebih konseptual.

(Theory

Uji Validitas Data

Uji validitas data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan beberapa
teknik pengujian data, yaitu Triangulasi dan
Member check Triangulasi adalah peng-
ecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu
(Sugiyono 2011). Triangulasi terdiri dari be-
berapa macam, di antaranya adalah
triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pada
penelitian ini  menggunakan triangulasi



sumber yang menguji kredibilitas data
dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan
member check adalah proses pengecekan
data yang diperoleh peneliti dari partisipan.
Tujuan member check adalah untuk
mengetahui  seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud
oleh pemberi data (Sugiyono 2011).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a) Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja
Perencanaan Kinerja

Perencanaan ini bertujuan untuk men-
dapatkan arah dan tujuan yang jelas dalam
suatu instansi.  Dalam melakukan pe-
rencanaan Kinerja, Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bantul melibatkan
beberapa pihak dalam penyusunannya.
Pihak-pihak yang terkait antara lain adalah
masing-masing kepala seksi dalam hal ini
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasio-
nal, Seksi Kebangsaan dan Politik Dalam
Negeri, serta Kepala Sub Bagian Tata usaha.
Dan tak terlepas juga dari Kepala Kantor
sebagai penanggungjawab secara keseluru-
han dan Bappeda sebagai pendamping. Hal
ini berdasarkan hasil wawancara partisipan

sebagai berikut.
“KTU itu jelas, terus PPTK. PPTK itu Kasi.
Juga Pak kepala juga menurut saya. Kasi
Waspangpoldagri tadi itu sama ketahanan
nasional, kewaspadaan dan ketahanan
nasional ” (P1)

“Masing-masing seksi kan nyusun, nah
setelah masing-masing seksi tersusun, itu
baru digabung menjadi penyusunan rencana
kantor Kesbang, untuk penyusunan program
akhir itu yang berperan itu masing-masing
seksi, kepala, dan mungkin ada Bappeda.
Karena kan perencanaan harus mengacu visi
misi Bupati Bantul yang baru” (P4)

Dalam pelaksanaan proses peren-
canaan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul, diawali dengan
surat yang diberikan Bappeda kepada
masing-masing OPD, dari situ lalu

dilakukan pertemuan sosialisasi sebelum
melakukan perencanaan. Setelah dilakukan
perencanaan baru kemudian dikirimkan
kembali ke Bappeda untuk ditelaah. Hal ini
berdasarkan hasil wawancara partisipan
sebagai berikut.
“Prosesnya, kita ada semacam surat dari
Bappeda, kemudian pertemuan sosialisasi,
kemudian baru penyusunan itu, kemudian
dikirim lagi ke Bappeda. Dengan maksud
untuk perbaikan, sudah sempurna..., baru. ...
Kemudian kalau belum sempurna nanti ada
pemberitahuan dari Bappeda” (P3)

Selanjutnya dalam proses penyusunan
perencanaan strategis dan tahunan, secara
umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul
dan juga masukan dari Musrembang untuk
menyelaraskan visi dan misi OPD dengan
tujuan daerah. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara partisipan sebagai berikut.
“Penyusunan-penyusunan, yang pertama
jangka panjang dulu, itu menganut pada visi
misi bupati yang baru.... .Dari RPIMD,
turun ke masing-masing SKPD, kantor.
Disini dibuat menjadi Renstra, diturunkan
menajadi Renja, terus dari rencana itu
selanjutnya  kegiatan..., program dan
kegiatan, terakhir pelaksanaan.” (P4)
“Jadi perencanaan tahunan harus mengacu
pada Renstra-nya selama 5 tahun yang
mengacu pada RPJDM tadi. Kemarin kan
tahun 2017 awal sampai ke tengah itu baru
ada proses reviu RPJMD, kemudian Renstra
juga. Di sisi lain juga ada masukan juga
melalui  Musrembang  kecamatan  per
februari..” (P5)

Kemudian untuk proses pembuatan
program dan kegiatan dalam rencana kerja
tahunan, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik melalui staff  perencanaan Sub
Bagian Tata Usaha menawarkan kepada
masing-masing seksi, kegiatan seperti apa
yang mereka ingin lakukan. Hal ini
berdasarkan hasil wawancara partisipan
sebagai berikut.

“..Kalau Bappeda ada surat untuk

menyiapkan apa renja... saya disuruh
membuat rencana..., saya menawarkan ke
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seksi-seksi itu pak..., kegiatannya itu mau
apa-apa? Biasanya kan cuma hampir sama,
kalau tidak ada perubahan nomenklatur
atau apa, itu kan biasanya sama. Cuma nanti
mungkin di sasarannya, misalnya workshop

apa..., sasarannya apa..., saya tanya mau
berapa kali? Saya minta rangkuman sana.
(P1)

Berdasarakan petikan wawancara tersebut,
menunjukkan adanya isomorfisma mimetik
pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
karena dalam membuat program dan
kegiatannya masih merujuk pada rencana
kerja tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat
manajemen untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas
(Bastian  2006).  Pengukuran  kinerja
dilakukan untuk mengetahui keberhasil-
an/kegagalan kinerja suatu organisasi secara
keseluruhan. Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik  terkait pengukuran kinerja telah
melakukan pengukuran secara berkala.
Pengukuran tersebut telah dilakukan baik
secara bulanan, triwulan, maupun semes-
teran. Hal ini ditunjukkan dalam petikan

wawancara sebagai berikut.
“Di Bantul itu, setiap saat ketika di setiap
bulan, setiap triwulan pasti ada pengukuran
dan semacam evaluasi, dan ngumpul rapor
setiap semester itu. Kemarin kantor kesbang
mendapat predikat ..., itukan salah satu
pengukuran yang dilakukan Pemda dan setiap
saat dari pelaksana teknis itu pasti mendapat
(istilahnya) teguran Kketika realisasi atau

kerjanya itu tidak sesuai dengan target.” (P2)

Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul, pengukuran
kinerja sementara baru lebih kepada
keluaran (output) yang dilakukan dengan
membandingkan target kinerja sasaran
dengan realisasi kinerja sasaran atau
membandingkan indikator kinerja sampai
dengan tahun berjalan dengan target kinerja
5 (lima) tahun yang direncanakan.

“Kalau sementara, baru lebih kepada output.
Karena kalau outcome-nya, itu kan dua
indikator tadi menjadi bukan kita yang
menentukan.” (P2)

“Yah itu hasil tadi, capaian kegiatan. Kalau
program ini berhasil berarti perencanaannya
bagus.”(P4)

Kemudian dari realisasi anggaran,
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2016
untuk melaksanakan 9 program dan 38
kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2016
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
2.412.092.700. Alokasi anggaran tersebut
terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp. 1.207.092.700 dan belanja langsung
sebesar Rp. 1.205.806.000. Berikut tabel
alokasi anggaran untuk masing-masing
program pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul tahun 2016.

Berdasarkan tabel 4.9, dari 9
(sembilan)  program Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat
dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar
adalah pada program Kemitraan dan
Pengembangan  Wawasan  Kebangsaan
19,15%, diikuti program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan 18.99%, dan program Pendidikan
Politik ~ Masyarakat  sebesar  17,62%.
Kemudian di sisi lain, alokasi anggaran
terendah adalah pada program perencanaan
pembangunan daerah. Terkait persentase-
persentase tersebut, hal ini menunjukkan
bahwa alokasi anggaran Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tahun
2016 lebih  banyak mengarah pada
pencapaian sasaran kondusifitas masyarakat
yang stabil yang merupakan indikator
kinerja utama (IKU).

Dan meskipun pengukuran Kinerja
telah dilakukan, namun masih ada beberapa
kendala yang dialami Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam pengukuran
indikatornya.  Kendala tersebut yaitu
inkonsistensi indikator yang ditetapkan
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dalam rencana strategis dan laporan
kinerjanya. Hal-hal tersebut ditunjukkan dari
hasil analisis dokumen (Tabel 4.10) yang
menunjukkan antara dokumen Renstra,
Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja
banyak indikator Kkinerja yang berbeda
meskipun program dan kegiatannya sama.
Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan pelaporan
tahunan yang berisi pertanggungjawaban
kinerja dalam upaya menyajikan capaian
kinerja secara transparan dan akuntabel.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul Tahun 2016 dalam
penerapan sistem pengukuran Kinerja telah
melaksanakan pelaporan terkait pelaksanaan
kinerjanya. Pelaporan kinerja ini kemudian
dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja
(Lkj). Laporan kinerja ini  disusun
berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Selain itu laporan kinerja ini
juga berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan laporan kinerja
tahun 2016, penyerapan belanja langsung
mencapai  81,04%  dengan rata-rata
pencapaian sasaran 95%. Hal ini mengindi-
kasikan adanya penghematan atau efisiensi
anggaran.

Namun meskipun begitu, dalam
penyusunan laporan Kkinerja ini  masih
terdapat banyak perbedaan informasi yang
disajikan. Salah satunya adalah penyajian
indikator kinerja yang tidak konsisten antara
yang tercantum pada laporan kinerja dengan
dokumen perencanaan lainnya seperti
RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja.
Untuk menunjukkan ketidakkonsistenan itu,
berikut ditampilkan perbedaan informasi
indikator program yang dilaporkan dalam
LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
tahun 2016 dengan informasi pada dokumen

RPJMD, Renstra dan perjanjian kinerjanya
pada Tabel 4.10.

Dan selanjutnya terkait tindak lanjut
dari pelaporan kinerja, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik telah melakukan analisis
pencapaian  kinerja atas  pelaksanaan
kegiatannya. Namun tindak lanjut tersebut
masih belum maksimal dan tidak dapat
diakomodir secara keseluruhan karena

beberapa pertimbangan.

“Yah ada, cuman bisa dikatakan belum
maksimal. Misalnya gimana yah?, sebenarnya
dari LAKIP itu kan analisisnya ada hal yang
belum bisa tercapai, kemudian untuk
selanjutnya tidak bisa semua bisa kita
akomodir. Tentu banyak pertimbangan ketika
ini tidak bisa diakomodir tadi.” (P2)

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui
capaian realisasi, kemajuan, dan kendala
yang dijumpai di dalam pelaksanaan
aktivitas dalam rangka pencapaian misi
organisasi agar dapat dinilai dan dipelajari
untuk perbaikan pelaksanaan program dan
kegiatan di masa yang akan datang. Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
penerapan sistem pengukuran kinerja telah
melaksanakan evaluasi kinerja dengan
melakukan reviu secara berkala. Evaluasi
dilakukan  dalam bentuk  pengawasan
internal oleh pihak-pihak yang tergabung

dalam tim pengawasan.
“Hmm sudah itu..., sudah dilakukan. Misalnya
pengawasan internal itu kan ada. Pengawasan
internal.” (P3)

“vah mulai dari pimpinan..., kami, kemudian
kasi-kasi, termasuk kasubag. Itu tim namanya

itu. Tim pengawasan internal...,
pemerintah.”(P3)
Namun meskipun telah melakukan

pengawasan internal, tetapi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Bantul belum menerapkan
mekanisme Reward dan Punishment sebagai
evaluasi  untuk  meningkatkan  kinerja
organisasi. Mekanisme tersebut, hanya di-
lakukan oleh pemerintah daerah melalui



pemeringkatan berdasarkan kinerja masing-
masing organisasi perangkat daerah dan
pemberian tunjangan.
“Teguran melalui pemerintah daerah, yah
seperti kemarin itu. Peringkat seperti itu
menjadi punishment tersendiri.” (P2)

“Ada, yah pujian. Khusus kantor ini. Kalau
Kabupaten sudah ada, bentuknya Tukin
(Tunjaangan Kinerja). Kalau kinerjanya
sesuai dengan taget, sudah ada standar
maksimal. Kalau tidak memenuhi, yah
tunjangannya berkurang.” (P4)

Four Quadran Friedman

Friedman (2000) menyatakan bahwa semua
sistem akuntabilitas kinerja ditetapkan
dengan cara ukuran/indikator kuantitas dan
kualitas dari upaya dan dampak. Model four
quadran Friedman ini merupakan strategi
untuk  mengidentifikasi dan mengukur
melalui metode prioritas atau ranking empat
tipe kinerja suatu output kegiatan atau
program yang berhubungan dengan upaya
(effort) dan dampak (effect) serta terbagi atas
kuantitas dan kualitas.

Berdasarkan identifikasi indikator
kinerja program menggunakan empat
kuadran Friedman pada tabel 4.11, maka
diperoleh hasil Prioritas 4 yaitu 5 indikator,
yang mana indikator kinerja lebih kepada
kuantitas upaya (Quantity of effort),
kemudian Prioritas 3 (tiga) yaitu 4 (empat)
indikator yang fokus pada kualitas upaya
(Quality of effort). Hasil tersebut
menunjukkan bahwa secara umum indikator
kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
masih didominasi oleh upaya (kuantitas
upaya 56% dan kualitas upaya 44%), dan
belum berorientasi pada dampak. Hal ini
disebabkan karena keterbatasan kompetensi
yang dimiliki pegawai dalam menetapkan
indikator Kinerja.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja
Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam organisasi
merupakan input yang sangat berperan
dalam menjalankan roda aktivitas organisasi.
SDM dalam hal ini pegawai Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menerapkan sistem pengukuran Kinerja
mengalami beberapa permasalahan terkait
SDM vyang dimiliki. Permasalahan tersebut
antara lain, pelaksanaan yang lemah karena
kurangnya kemampuan atau kompetensi
pegawai baik secara kuantitas maupun
kualitas.
“Yah yang paling anu kita, tentang SDM.
SDM nya disini masih kurang. Dibandingkan
dengan di tempat-tempat yang lain. Selain
dari pada jumlah, juga keterampilan belum
pas, pas sesuai dengan keperluan dan
kebutuhan. Dibandingkan dengan kabupaten
lain itu yah, pegawainya sampai 30 lebih,
kalau kita 18 orang. Itupun sudah mau
pensiun semud..., maaf mau pensiun sebagian
bukan semua. Jelas kalau mau pensiun yah

volume pekerjaannya juga tambah turun. ”
(P3)

“Karena yah nganu, dulu waktu pindahan
pegawai sini tidak anu kok, tidak minta
kriteria harus kemampuan ini-ini cuma
untuk dapat pindahan dengan pengangkatan
pegawai yang baru. Kebutuhan pegawai
dengan Kkriteria ini, kemampuan komputer ini-
ini, kemampuan ini. Kalau disini, tau-tau
pindah. SDM nya tidak sesuai dengan
harapan. ” (P4)

Kemudian masalah penempatan per-
sonel pada posisi-posisi krusial kemudian
menjadi kendala signifikan yang dialami di
organisasi perangkat daerah ini. Penempatan
personel yang tidak tepat dapat menye-
babkan pekerjaan tertumpu pada satu
personil atau bahkan tidak memiliki arah.

“..di sekretariat itu kan menjadi tumpuan,

tumpuan pelaporan, perencanaan, semuanya

itu di sekretariat. Sedangkan seharusnya
menurut saya kan yang dipasang di orang-
orang TU itu orang-orang yang tangguh

(suara pelan, dengan nada kecewa). Tapi

kalau sekarang seperti ini, seperti berjalan
gak ada komando kan.” (P1)



“Dari perencanaan, pelaporan, itu biasanya
tertumpu pada orang-orang tertentu saja.
Tidak semuanya, tidak semua staf atau
pegawai, bisa apa yo, membuat perencanaan
atau pelaporan. Yang mengerti Tl cuma
terbatas, sehingga bagi staf yang mengerti Tl
biasanya tugasnya cuma dibebankan, lebih
banyak ditumpukan pada orang-orang
tersebut..., yang sebetulnya pekerjaannya
sudah banyak. ” (P4)

Dan terkait rapor merah, kemampuan
PPTK dan PPK dalam mengatur dan
menjaga anggaran kas sangat berpengaruh.
Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
sering terjadi keterlambatan pelaporan
meskipun kegiatan sudah sesuai jadwal.
Terkadang kegiatan untuk triwulan pertama
telah dilaksanakan dan dirasa telah rampung,
namun kenyataannya baru dilaporkan pada
triwulan berikutnya. Selain itu
ketidakpatuhan terhadap arus kas juga
menyebabkan kegiatan yang harusnya
dilaksanakan pada triwulan tertentu mundur
dan baru dapat dilaksanakan pada triwulan
lainnya. Hal tersebut secara finansial
material tetap dijalankan, presentasi baik
tapi kinerja tetap buruk.

“Anu..., ketaatan dari PPTK (Pejabat

Penerjemah  Teknis  Kegiatan) dalam

melaksanakan. Karena gini, ketika non sewu

saya menjalankan. Telah dilaksanakan
kegiatan masuk anggaran kas di Triwulan
satu. Saya sekedar sosialisasi masalah UU.

Kemudian maret saya laksanakan SPJ.

Setelah dilaksanakan merasa sudah harus

rampung. SPJ sudah taat jadwal. Dia belum

keluar, masuk triwulan dua baru dientri.

April baru sosialisasi baru dientri, kan dia

etok  (ngerti)  kelihatan kan  baru

dilaksanakan di triwulan dua. Ini loh,
penjagaan-penjagaan ini kan perlu.” (P5)

Kemudian PPK (Pejabat Penatausahaan
Keuangan), ini yang *** selaku PPK itu,
sebenarnya ora pusing. Ketidakpatuhan
terhadap arus kas itu sendiri, anggaran kas
itu ketika tidak dijaga maka pasti akan
menjadi rapor merah. Tetapi ada rapor
merah itu terjadi karena kita tergantung
orang lain, yaitu regulasi tadi.” (P5)

Status Kelembagaan

Status  kelembagaan suatu  organisasi
merupakan landasan hukum yang sangat
penting dimiliki agar dapat menjalankan
aktivitas secara sah dan sesuai peraturan.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menerapkan sistem pengukuran Kinerja
mengalami kendala peraturan terkait status
kelembagaan  yang  dimiliki.  Status
kelembagaan organisasai perangkat daerah
ini menjadi tidak jelas karena terjadinya
tumpang tindih peraturan yang satu sisi
Kantor Kesbangpol tetap menjalankan tugas,
namun sisi lain peraturan untuk pemben-
tukan organisasi juga dicabut. Hal ini
menyebabkan para pegawai dalam bekerja
menjadi  kurang terarah oleh karena
ketidakjelasan  posisi  kelembagaannya.
Statusnya tidak jelas apakah masuk pusat

atau daerah.

“...untuk kesbangpol itu kan dari sisi
organisasi kelembagaan, itu kan agak
menjadi kurang jelas.. Karena di perda
untuk pembentukan OPD, disitu
disampaikan bahwa untuk kesbang dalam
melaksanakan tugas masih menggunakan
dasar pembentukan , menggunakan perda
yang lama, sementara di masa peralihan
perda pembentukan kesbang ini
dicabut. ’(P2)

“Tentang kelembagaan. Lembaganya kan
belum jelas, apakah pusat atau daerah, kan
gitu. Apa pusat atau daerah, masih tarik-
menarik.” (P3)

“Januari itu saya masuk langsung ke produk
hukum, saya buka dasar hukumnya pasal 9
itu mengatakan peralihan itu... pasal 9 itu
mengatur peralihan kantor Kesbangpol
yang dibentuk dengan peraturan daerah
sebelumnya, tetap menjalankan fungsinya.
Artinya itu peraturan peralihan tidak perlu
dibentuk sudah ada. Tetapi masuk di pasal
14, pasal yang mendasari Kesbangpol
dibentuk itu dicabut. Lah saya kan
langsung sama teman, hop... bentar saya
konsultasi dulu. Nanti kita menjalankan
kegiatan anggaran keluar, salah sebelum
mengembalikan, gak ada dasar hukumnya.”

(P5)
Lebih lanjut (sambil tertawa) dijelaskan oleh
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kepala seksi Wawasan Kebangsaaan dan
Politik Dalam Negeri, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik merupakan satu-satunya
kantor diantara semua organisasi perangkat
daerah yang ada di Kabupaten Bantul,
sedangkan di peraturan perangkat daerah
tidak ada kantor. Kemudian melihat beban
pekerjaan yang tidak sedikit, idealnya
Kantor Kesatuan Bangsa harusnya adalah
badan.
«“....Dan idealnya kantor Keshang itu, bukan
kantor. Mengingat beban pekerjaaanya,
harusnya badan. Ini pegawainya cuma 16
atau 17, besok ada pensiun lagi. Beban
pekerjaaanya seharusnya badan. Badan kan
strukturnya tidak cuma dua bidangnya.
Karena mengurusi semua permasalahan se-
kabupaten Bantul.” (P4)

Rotasi Pegawai
Salah satu faktor yang menjadi kendala
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menerapkan sistem pengukuran Kinerja
adalah seringnya terjadi rotasi pegawali.
Rotasi pegawai atau perpindahan pegawai
dari satu posisi ke posisi lain maupun
instansi satu ke instansi lain menjadi suatu
masalah bagi kinerja Kantor Kesbangpol.
Hal ini karena, seringkali posisi yang
ditempati oleh pegawai baru yang dirotasi
tidak sesuai dengan latar belakangnya.
Selain itu seringnya terjadi rotasi di
organisasi perangkat daerah ini juga
menyebabkan pegawai perlu waktu dalam
penyesuaiannya sehingga menjadi kendala
dalam melaksanakan pekerjaan.
“Kemarin itu terakhir Mei, terjadi rotasi
besar-besaran, terus sebelumnya awal tahun
ini, kalau dirata-rata setiap setengah tahun
itu pasti ada. Itu kalau yang memegang
jabatan itu dirotasi yang dengan latar
belakang tidak punya, perlu penyesuaian, itu
salah satu kendala.” (P4)

“Kendalanya itu loh mas, sering terjadi
rotasi, kendalanya. Diadakan pelatihan, tapi
disini satu tahun belum nganu..., mutasi.
Yang baru belum pernah mengikuti
sosialiasi. Diadakan lagi, rotasi lagi. Berarti
memang sek nemu... Disini kalau pelatihan-

pelatihan sering, banyak, malah disini kadang
tidak mengirimkan karena sudah beberapa
kali. Itu amat kendala. Lebih-lebih yang
mengampu itu basisnya bukan pekerjaanya,
bukan latar belakangannya maksudnya. .”

(P4)

Budaya Ewuh Pakewuh

Budaya ewuh pakewuh merupakan suatu
budaya jawa yang masih terjaga di
masyarakat. Ewuh pakewuh secara umum
adalah suatu perasaan sungkan atau tidak
enak terhadap orang lain. Terkait budaya
tersebut, bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik ini menjadi suatu kendala dalam
menerapkan sistem pengukuran Kinerjanya.
Perasaan sungkan antar pegawai, terutama
terhadap atasan atau orang yang lebih tua
ternyata menjadi suatu masalah dalam
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini
dapat terlihat ketika ada suatu pekerjaan
yang salah atau kurang tepat dilakukan oleh
satu pegawai, pegawai yang lain menjadi
enggan untuk menegur. Hal ini tentu
menjadi masalah yang kompleks, karena
perasaan sungkan antar pegawai ini justru
menyebabkan keadaan menjadi tidak
kondusif. Bahkan perasaan sungkan ini juga
dialami oleh pegawai yang posisinya lebih
tinggi namun memiliki usia yang tidak lebih
tua. Dampaknya adalah pada Kinerja,
pegawai dalam melakukan pekerjaannya
cenderung menerima keadaan walaupun

mereka tahu ada hal yang kurang tepat.

karena budaya “Ewo  Pokewoh’.
Mungkin gambarannya misalkan: Mas dan
saya masih keluarga, mas berbuat melanggar
aturan, kemudian saya mau mengingatkan
mas, saya ewoh. Saya sungkan karena masih
ada hubungan keluarga, berbeda dengan
mungkin kalau dengan pihak luar, saya
akan dor-dor saja. Apa istilahnya vyah,
sungkan.” (P4)

“Biasanya teman-teman buat laporan baik-
baik tetapi kenyataannya serapannya masih
kurang. Tapi laporannya baik, pelaksanaan
masih kurang. Antara laporan dengan
pelaksanaan, kan kadang-kadang lebih baik
laporan.” (P4)
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5. KESIMPULAN

Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian
ini yaitu mengevaluasi penerapan sistem
pengukuran  kinerja  dengan  melihat
kesesuaian informasi menggunakan model
logika cetak biru kinerja (performance
blueprints) pada dokumen perencanaan
strategis hingga pelaporan Kinerja, dan
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
berperan  dalam  penerapan  sistem
pengukuran kinerja pada kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
Terkait hal tersebut, kesimpulan yang
diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai
berikut.

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul telah melakukan
penerapan sistem pengukuran Kinerja
berdasarkan Peraturan Presiden No. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akunta-
bilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Penerapan SAKIP sebagai
sistem pengukuran kinerja yang telah
dilaksanakan pada organisasi perang-
kat daerah ini meliputi kegiatan
perencanaan  strategis,  perjanjian
kinerja, pengukuran kinerja, pengelo-
laan data kinerja, pelaporan kinerja,
review dan evaluasi Kkinerja (Sesuai
Pasal 5 Perpres Nomor 29 Tahun
2014). Namun begitu, dalam penera-
pannya mulai perencanaan Kkinerja
sampai dengan pelaporan Kinerja
masih  belum cukup memberikan
gambaran alur logika yang sesuai
antar dokumen. Masih terdapat
beberapa ketidakselarasan terutama
antara perjanjian kinerja dan laporan
kinerjanya dalam hal penetapan
program dan indikator  Kinerja.
Kemudian berdasarkan evaluasi model
logika cetak biru kinerja (performance
blueprint), secara umum indikator
kinerja program yang ditetapkan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

masih  berorientasi pada upaya
(kuantitas upaya 56% dan kualitas
upaya 44%), dan belum berorientasi
pada dampak.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pe-
nerapan sistem pengukuran Kinerja di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Bantul yaitu sumber daya manusia,
status kelembagaan, rotasi pegawai,
dan budaya ewuh pakewuh.

Rekomendasi
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan
di atas, rekomendasi yang diberikan yaitu:

1. Perlu dilakukan perbaikan sistem
pengukuran Kinerja, khususnya pada
bagian perencanaan Kkinerja. Kantor
Kesatuan  Bangsa dan  Politik
Kabupaten Bantul perlu memperhati-
kan konsistensi penetapan indikator
kinerja dalam penetapan kinerja dan
pelaporan kinerjanya agar pengukuran
kinerja dapat dilakukan relevan dan
berorientasi hasil untuk menunjang
tujuan organisasi.

2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia baik kuantitas
maupun kualitas dan penempatan
personel yang tepat pada posisi utama
penggerak aktivitas organisasi khusus-
nya perencanaan dan administrasi
keuangan. Kemudian Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik juga perlu mem-
perjelas status kelembagaannya ke-
pada pemerintah daerah. Selain itu
diperlukan kerja sama dan komitmen
bersama untuk memperbaiki Kinerja
organisasi.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan antara
lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan atas
dokumen-dokumen perencanaan stra-
tegis dan pelaporan kinerja tahun
2016 saja, sehingga belum memban-
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dingkan dengan kinerja tahun-tahun
sebelumnya.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada
satu SKPD vyaitu Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten
Bantul.
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